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Pendahuluan

¥ ndonesia adalah sebuah ne-

gara kepulauan terbesar di
A dunia, di dalamnya terdapat
kurang lebih 17.508 pulau, ter-
letak diantara 6 derajat gais lin-
tang utara sampai 11 derajar garis
lintang selatan, dan dari 97 de-
rajat sampai 141 derajar garis
bujur timur serta terlerak dian-
tara dua benua yaitu benua Asia
Wila-
yah Indonesia terbentang sepan-

jang kurang lebih 3.977 mil an-

dan Australia/ Oceania,

tara Samudra Hindia dan Samudra Pasi-
fik. Posisi ini sangat strategis karena
memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap kebudayaan, sosial. politik, dan
ekonomi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber
daya alam, berupa sumber daya alam yang
terbarukan (renewable) dan tak terbarukan
(non renewable) serta dalam berbenruk
modal alam (natural resources stock), se-
perti daerah aliran sungal, danau, kawa-
san lindung, pesisir dan lain-lain arau
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' ."_:'berbentuk komoditas sepcrtl kayu,

 rotan,’ ‘mineral dan gas bumi, ikan
o '_dan lam»iam, -yang merata hampir di

| _'.3_-.'seluruh :Wiiayah Indonesm S

L memd" kz nilai strategis bagi kehidupan

o manusia _:'dalah hutan Huran di In-

:donesm adaiah hutan tropis (tropical
 rain ﬁ?rest) yang merupakan sumber

daya yang sangat penting karena ca-
kupannya meliputi sebagian besar wi-
layah’ daratan Indonesia serta sekali-
gus'!'b'éﬂr:fungsi sebagai ‘paru-paru du-
nia. Di samping itu hutan juga me-
miliki fungsi yang beragam ditinjau
dari :-écg_i_. Egkonomi__maupun lingkung-
an. . ' :

Karakteristik hutan di Indonesia
merupakan habitat bagi berbagai je-
nis flora dan fauna sehingga terke-
nal memiliki keanekaragaman hayati
yang sangat besar. Dari sisi peran-
nya, hutan yang luas juga merupa-
kan benteng pencegah bencana alam,
wahana penyimpanan air, dan sekali-
gus menjadi tanggul alam pencegah
banjir dan erosi. Hutan juga dapat
menjadi penahan laju angin, sehing-
ga dapat mencegah terjadinya badai
sekaligus dapar mempengaruhi kea-
daan cuaca dan iklim global.

sumber dsya alem yang

Hutan sebagai modal dalam pemba—’._'r:-j_ S
ngﬁna?n nasional, harus diurus, dikes -
lola, dilindungi dan dimanfaatkan =
secara berkesinambungan oleh masya- S
rakat Indonesia. baik generasi seka-
rang maupun yang akan datang, agar. . -
- tefjaga kelestarian fungsinya. Penting-
nya ‘menjaga- ‘kelestarian fungsi- hu- '
ran karena saat:telah terjadi penu- -
runan kualitas dan kuantitas hutan.
Mengingat di tahun 1990-an masih'

terdapat hutan tropis, yang luasnya

kurang lebih 144 juta hekrar atau
sekitar 74% dari luas daratan Indo-

nesia! dan merupakan huran yang
kedua terluas di dunia setelah hutan
yang ada di Brazilia®, tetapi saat ini

menurut data World Resource Insti-

tute, Indonesia telah kehilangan hu-
tan aslinya sebesar 72 persen3, Green
Peace  juga mencatat telah terjadi
penurunan kurang lebih 2 juta ha per

! Kantor Menteri Negara Kependudukan
dan Lingkungan Hidup, 1990, laporan
kualitas lingkungan hidup Indonesia, ]a«
karta tahun 1990

1. Nyoman Nurjaya, 2006,Pengelolaaan
Sumber Daya Alam alam Perspektif An-
tropologi Hukum, Progran Studi Imu
Hukum Program Pascasarjana, ‘Arena
Hukum Majalah FH Unibraw dengan
Penerbit Univ Negeri Malang (UM Press),
him 134

3 World Resource Institute, 1997




'Eahun dan FAO mencatat 1 87 jnta

.. .-: : hekrar p per. tahun Terjadmya de ﬁresmsz
B tersebut dlsebabkan karena Iilegai _

e Loggmg arau pemba}akan har

_but, dlakm Juga oleh Departemen

-'-'-Kehutanan yang mcnyatakan bahwa
daiam 10 tahun terhltuﬁg dari tahun
1991  luas - hutan kurang : lebih
- 143, 970 615 Hekrar, kemudian ta-
hun © 2001 . bcrkurang ~menjadi
1509.96_1-.-7-13,28_h¢ktar_5. Fakta-fakta
ini:bukanlah suatu informasi baru
karena: Menteri Kchutanan sudah
serin’lg mengungkapka’n betapa
kritisnya hutan di Indonesia dan
bahkan mengakui betapa sulitnya
melakukan pemberantasan illegal log-
ging yang menjadi penyebab terbesar
kerusakan hutan di Indonesia, Seja-
lan maraknya illegal logging tersebut
kinerja aparat penegak hukum juga
dipertanyakan dan digugat karena
tidak berhasil mengatasi kasus illegal
logging secara tuntas. Hal ini dise-
babkan karena baru belasan kasus
~yang di bawa ke pengadilan, dan

4 RCTI, 12 Desember 2007, Jam 5.30.

> Data Statistik Badan Planologi Kehutanan
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: d1 pengadilan

mayontas chputus bebas oleh haknfn |

s Salah saru - alasan yang sering ter-
IR . .ungkap saar gaoalnya penegakan hi-
5 “-m-:.:m;_.-E\T'flmpakﬂ}’a degrada:n dan deforesraa _
hufﬁ_” yang telah diklazm oieh orga—_
- nisasi‘di. tmgkat mtemasmnal Terse-

kum: tcrhadap kasus® zllegal Zaggzng

dlantaranya karena sulit menge}ar

pelaku —-peIaku yang ada dibalik ak-
“tivieas illegal logging dan beratnya
kondisi tempar, dilakukannya kegiatan

illegal logging yang jauh di pelosok
hutan. - Oleh karena iru sangat tidak
mungkin diperoleh alat-alat bukti
sebagaimana diatur ‘dalam KUHAP,
untuk mengungkap kasus illega/ log-
ging yang memiliki jaringan yang
sangat rapih sebagaimana layaknya
kejahatan yang berbentuk Whise
Collar Crime.

Hllegal Logging Menoancam o
Kepentingan Nasmnal

lllegal Iogging merupakan salah saru
1su publik yang tidak pernah surut
dan akan terus berkembang, Ia relah
menjadi bagian dari fenomena kon-

® Lihat Kasus Adelin Lis , yang Diputus
Bebas oleh Pengadilan Negeri Medan
pada akhir tahun 2007 dalam Kasus ///e-
gal Loging yang menimbulkan kontrover-

sial di dalam Masyarakar
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» _'ﬂik kepenunga,n kelompok-kelompok

strategis. Isu ini juga memiliki im-
phkasz yang sangat luas. Ta tidak

berdiri sendiri, tetapi terkait erat

e dengan aspek— aspel strategis lainnya,

-'sepem kerusakan lingkungan, benca-
na alam, kesenjangan ekonomi, kea-

| dﬂan, hukum

Kasus zllegczl logging di Indonesia
bukanlah isu baru, ia telah berlang-
sung sejak masa Orde Baru dan dari
wakeu ke waktu menunjukkan zrend
yang terus meningkat. Sejak tahun
2001 hingga 2006 jumlah illegal log-
ging berkisar antara 19 hingga 27 juta
meter _ku__bik-per tahun, atau rata-rata
23 juta ‘meter kubik per tahun da-
lam 5 tahun terakhir. Angka terse-
but jika dianalogikan dengan luas
hutan yang ditebang mencapai 27
kilometer ‘persegi setiap tahunnya,
setara dengan 40 kali luas Jakarta.
Negara pun dirugikan hingga Rp 45
trilyun per tahun.’

Menyaksikan drama penebangan kayu
tak berizin yang masih selalu terjadi
dan begitu mudahnya aliran kayu
keluar masuk huran, hingga semakin
seringnya bencana terjadi di negeri
yang sangat kaya sumberdaya alam

7 Data olahan Tempo ,22 Juli 2007

ini, telah menyumbat pikiran dalam
menggapai penegakan hukum di bi- _ :
dang Kehuranan yang merupakan =
bagian dari lingkungan hidup di In-
donesia. Berkali-kali seminar, loka- e
karya, workshop, pelatihan maupun
perjanjian yang lahir, masih belum
sanggup pula untuk menyelesaikan"f

kemelut illegal logging.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah untuk membatasi prak-
tik illegal logging, seperti melakukan
sofi landing atau penurunan jatah
tebang tahunan bagi pengusaha hu-
tan produksi. Tetapi ternyara bukan
menyelesaikan permasalahan, malah
semakin meningkatkan intensitas -
legal logging. Hal ini discbabkan ka-
rena semakin menurunnya jatah te-
bang tahunan membuat pengusaha
berupaya melakukan berbagai cara
untuk menutup kerugian berusaha.
Hal yang juga terjadi ketika diberla-
kukan soff landing, potensi terjadi-
nya kolusi dan korupsi di kalangan
pemerintah juga meningkat terkait
dengan penerbitan dokumen kayu.

Belum terselesaikannya masalah i/le-
gal logging yang dampaknya merugi-
kan kepentingan nasional dapat ter-
jadi karena akar masalahnya wk per-
nah tersentuh, sebagai berikug
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1 Semrawumya kewenangan dx sek— S

tor kehutanan

. Hal ini. ter;adl karena adanya
__:'--'konﬂzk antara Undangvundang o-
. tonomidan Undang—Undang Kehu- ..
*tanan; yang mcnentukan legaltidale-

| _'_f’--nya suatu operasi Ikehutanan. Me-

“nurut UndanG-Undang No, 22 ta-
hun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Bupari berhak mengeluar-

* kan'§jin-ijin IPK, IPHH; dan ber-

‘bagai macam ijin sah lainnyadi

“tingkar kabupaten yang dipakai

‘untuk mengeluarkan kayu-kayu dari

“hutan, di mana di sisi lain pemerin-
‘tah pusat menyatakan dan meng-

~ klaim bahwa seluruh ijin resmi ter-
scbut bertentangan dengan UU
‘Kehutanan. Di sisi. penegakan hu-
kum, hingga saat inf juga terjadi

 saling lempar kewenangan dalam pe-
nanganan illegal logging, Kepolisian
dan Kejaksaan yang harusnya men-

" jadi akror utama penegakan hukum
pun telah pacah arang, schingga
memburuhkan bantuan dari instan-
si teknis kehutanan. Sementara ins-
tansi teknis kehutanan selaly me-
nyatakan bahwa kewenangan pene-
gakan hukum hanya ada di Kepo-

lisian dan Kejaksaan.

2. Gap antara keburshan industri
perkayuan dan ketersediaan kayu

di. huxan

~ - Sebagai- contoh Indusm perkayu—
Crandi Kahmantan Timur memlhkl.
- kapasitas produksz sebesar 9,1 jura
~meter Jeubik kayu setiap tahunnya, '
~“sementara ‘saat ini. Departemen
Kehutanan' hanya mengeluarkan:"

jin resmi sebesar 1,5 jura merer

kubik kayu setiap tahunnya. Hal

ini memicu pemenuhan keburuh-

an industri perkayuan dari- kayu

‘yang tidak legal. Terjadinya kesen-

jangan ketersediaan kayu j juga di-
perparah adanya permintaan kayu

-ti'Op.lS dan negaraﬂnegara utara Y’c‘lﬁg

cukup ting gI telah memicu sema—-

kin lancarnya perdagangan kayu

tlegal serta illegal logging di Indo-

nesia.

. Ketidakpastian tenurial memicy

pengrusakan somai dan budaya ma-
syarakat.

Permasalahan renurial telah men-
jadi titik kunci dari terus terjadi-
nya pengrusakan huran, dimana ke-
tidakpastian renurial telah mem-
buat masyaraka terpaksa melepas-
kan kawasan kelolanya kepada
pengusaha yang berimplikasi pada
pelepaspaksaan budaya dan ikaran
batin dengan kawasan kelola. Di
saat terbukanya keran otonomi
daerah, pengembalian hak kelola
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e :';.z.na&h dimaknai sebagal pemben—'_" i

ian kesempatan berusaha di sekror * -

n%.ﬁkayu bagl masyarakat ‘Hal inilah

S yang, akhxmya memact pcnghabis- -

R _--.--f-an hutan oieh kelompok—kelom-__ -

e :_:_535;131{1 suht untuk’ mengak'ses sum-' .

i berdaya alaxuu'ya

pok masyalakat yangs selarna ini ter- _—

'jtidak melakukan pengawasan ter—_
_'5':'hadaP Pengelolaan hutan, pembe- G
.:nan ijin yang, tidak sesuai dengan St
-:_:._.kond}.sl aktual kawasan, kolum_'_i"' N
dalam. pembeman Jatah tebang ta- :
--hunan: menerima tlpf:tl darl pe-—'f_'._'[_'__:'i'::'_' :
nebang kayu - tak bermn, hmgga""-.}__'f.":j |
o omcla mezm pemblaran terhadap :

* pengrusakanhutans .

:'.-'-Selam i, dengan d1kuasakannya e e e A A s N

: "-f-kawasan hutan” kepada segelintir
pcngusaha selama ini;telah me-
numbuhkan ‘benih-benih. konﬂ1k
"sosml__dan c:konc_a_mi, -sehingga . _dl
- kala kesempatan ditabur_kaﬁ.,}maké
- saat itu pulalah pemanfaatan ke-
: -.:sémpatan dilakukan dengan’ sesu-
. ka hati, 'di mana hal ini diperpa-
~rah dengan telah hilangnya akar
‘budaya di tingkat kelompok ma-
- syarakat. Kecemburuan sosial se-
lama ini juga telah memacu pere-
~buran kesemparan untuk mengha-
~ biskan sumberdaya alam secepat-
___'nya, sebelum sumbeldaya alam
tersebut dikuras habis oleh sege-
lincir konglommat

4, Korupsi yang mengakar
Korupsi merupakan sebuah akar
dari keseluruhan permaéalahan
negeri. Korupsi di sektor kehutan-
an dapar terjadi dalam berbagai
bentuk, diantaranya adalah dengan

:_-Korupsi yang telah direrima seba-
‘gai sebuah budaya di berbagai ting-
kare masyarakat akhirnya. telah -
- menutup kepentingan kelestarian o
~dan keberlanjutan pengelolaan
hutan saat ini. Hal ini juga diper-

parah dengan tidak terjadinya pe-
negakan hukum di sckeor kehu-
tanan yang membuat sebagian
besar masyarakat menjadi antipa-
i terhadap sebuah slogan peélesta-
rian hutan. Kayu tak sebesar pil
ekstasi, namun pelaku pencurian
kayu lebih sulit ditangkap diban-
dingkan pelaku narkoba. Demiki-
an pula bila melihar dampak yang
terjadi akibar pencurian kayu yang
dapat menyebabkan kerugian bagi
komunitas masyarakat dalam jum-
lah besar, dibandingkan dengan
pengguna dan pengedar narkoba
yang hanya merugikan pihak peng-
guna dan pengedar saja. Pencuri
kayu dapat menghadirkan kerusak-




- an hutan yang berpotensi menja-
+ dikan bencana banjis; tanah long- -
£ sorcian k_gkef;nggn yangdapat :

~menimbulkan korban jiwa manu-
~sia:dan lin

. .tiada hendnya. oo

 Mengingar prakiik illegal logging su-
~ dah mengancam kepentingan nasio-
nal, maka ‘sudah saatnya dilakukan
terobosan- dalam: penegakan- hukum
agar- dapar mengungkap dan: mem-
berantas praktik i//egal logging, dengan
melibatkan Badan Intelijen Negara
yang memiliki fasilitas dalam bentuk
sarana dan prasarana serta aparat in-
telijen yang memadai. -

Laporan Intelijen Sebagai Alat
Bukti Permulaan Untuk
Mengungkap Kejahatan fllegal
Logging. o

Kejahatan illegal logging adalah salah
satu bentuk kejahatan yang djatur
dalam Undang-Undang No.41 Tahun
1999 Tentang Kehuranan.® Kebera-
daan Undang-Undang No.41 tahun
1999 Tentang kehutanan terkair de-
ngan tllegal logging merupakan keten-
tuan umum (lex generale) di samping
ketentuan Undang-Undang No.23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan
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kungan hidup yang

. Llngkungan Hldup yan gmengamr
‘tentang Perusakan Linglungan scha-

gaimana diatur dalam  Pasal 1 :-:'gy'gt :

(14) yang berbunyi:

‘tindakan yang menimbulkan perubah-

an langsung atau _tidak-langsuggf_tér-
hadap sifat fisik dan/atau hayatinya
yang mengakibatkan lingkungan hi-
dup tidak berfungsi-lagi dalam me-
nunjang pembangunan berkelanjutar”

Seiring dengan rencana disusunnya
Rancangan Undang-Undang tentang
Illegal Logging yang nantinya -akan
menjadi lex spesialis (ketentuan khu-
sus), yang diajukan Departemen
Kehutanan ke DPR untuk menjadi
RUU inisiatif DPR, maka penangan-
an kasus illegal logging khususnya

8 Pasal 50 ayat (3), yang berbunyi: Setiap
orang dilarang; e. menebang pohon atau
memanen arau memungur hasil huran di
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin
dari pejabar yang berwenang, Pelanggar-
an tethadap Pasal 50 ayat (3) e tersebur,
dikenai sanksi pidana sebagaimana dia-
tur dalam Pasal 78 ayat (5), sebagai ber-
ikue: “Barang siapa dengan sengaja me-
langgar ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 50 ayar (3) huruf e arau
huruf £, diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan den-
da paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah),”
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r{daiam hal pembuktlan sudah ndak

= cukup ‘dengan menga}ukan alat buk-
~ti scbagaimana- diatur KUHAP da-

. :iam Pasai 184L avat 11), sebagai ber-

s Alat bukn yano sah 1alah
anr keterangan saksio o
b. Keterancran ahh R
c. Surar - '

d: Petunjuk -

e. Keterangan terdalowa

Hal ini disebabkan karena dalam
penanganan kasus illegal logging, khu-
susnya menangkap para pelaku atau
cukong-cukong yang saat melakukan
proses pengangkutan menggunakan
jalur—;alur rahasia, atau sering dise-
but jalan tikus, sangat sulic dilaku-
kan oleh aparat penegak hukum batk
dari jajaran Penyidik dari PNS di
lingkungan Departemen Kehuranan
maupun penyidik POLRI. Olehnya
itu perlu keterlibatan Badan Inteli-
jen Negara untuk membesikan ban-
tuannya dalam bentuk “Laporan In-
telijen” merupakan sesuatu yang sa-
ngat penting dalam penegakan hu-

kum “illegal logging”

Pentingnya keterlibatan Badan Inte-
lijen Negara dalam mengungkap ka-
sus illegal logging karena praktik ille-

gal loggmg saat.ini-sudah mengancam _'

kepentingan nas;onal dan menimbul-
kan ‘dampak. yang meluas, dan de-

_ngan’'menggunakan - “laporan- inteli-

- jen” dapat. dl}add{an sebagal buku

G pexmulaan yang cukup dalam proses
i Penyidikan ' . .:

* Menggunakan laporan intelijen seba-~
gai ‘bukti permulaan yang cukup. . .

bukanlah sesuatu yang baru, kkarena
Undang-Undang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Terorisme sudah meng-
gunakan “laporan intelijen”, sebagai-
mana diatur dalam Bab V tentang
Penyidikan, Penuntutan dan Peme-
riksaan di Sidang Pengadilan, dalam
Pasal 26, sebagal berikut;

(1) Untuk memperoleh bukti permu-
laan yang cukup, penyidil dapat
menggunakan setiap laporan in-
telijen.

(2) Penctapan bahwa sudah dapat
atan diperoleh bukti yang cukup
scbagaimana dimalsud dalam ayat
(1) harus dilakukan proses peme-
riksaan oleh Ketua atau Wakil
Ketua Pengadilan Negerl. -

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilak-
sanakan secara tertutup dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari.




.' (4) ]ika daiam pemenksaan sebagal-

e f-mana dimaksud dalam ayat (2) |
A _lditetapkan adanya buktl permu-

-".'5:3':_:_;.:._133;1 yang cukup, maka Ketua

'..'=":{3"_;:Pengadiian Negem segera mcmé’-

ﬁ.:;.5.":';3:'-_"5'r1ntahkan ddaksanakan Penyldxk- :

Walaupun pencrgunaan Laporan In-
telijen” sudah diarur-dalam Undang-
Undang Pembeiantasan Tindak Pida-
na Teromsme, namun mfamy__a_ masih
terbaras karena . masih harus. melalui
proses pemeriksaan Ketua aray Wakil
Kerua Pengadilan Negeri. Jadi dapat
atau tidaknya laporan intelijen digu-
nakan sebagai bukti permulaan yang
cukup masih bergantung hasil peme-
riksaan Ketua arau Wakil Kerua Peng-
adzlan Ncgen

Dikaitkan dengan kasus “illegal log-
ging’ penggunaan “laporan inteligen”
merupakan sesuatu yang mendesak,
karena selain akibat illegal loggzng
dapat menimbulkan korban ji jiwa yang
kualitas dan kuantitasnya dapat me-
lebihi akibat yang ditimbulkan oleh
tindak pidana terorisme, juga dapat
mengancam  kelangsungan hidup
masyarakat suatu bangsa dan bahkan
masyarakat dunia.

Sejalan dengan hal tersebur maka

Ny }URNAL CSICI Vel IV/MARETAPRIL 2008 No 22 :

sangat dlharapkan adanya pmgamr«
an yang memberikan kewenangan
kepada aparat . penegakan hukum
menggunakan' ¢ ‘Laporan Inteh}en

dalam memberantas .prakeik - Jl[egal :

: Zaggmg di Indonesia dan suksesnya
* penanganan kasus. zl[egal logging s seca-
"1 optimal sekal: igus memenuhj ter-

wujudnya Tajuan ‘Nasional sebagzu
mana tercantum dalam Alinea ke 4
yang berbunyi” melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tim-
pah darah Indonesia dan untuk me-
majukan kesejahreraan umum,

Kesimpulan

a. Praktik illegal logging adalah syaru
kejahatan yang dapat mengancam
kepentingan nasional.

b. Kererlibatan Badan Intelijen Ne-
gara sangac diharapkan karena
melalui “Laporan Intelijen” dapat
lebih mengoptimalkan pengung-
kapan dan pemberantasan illegal
logging di Indonesia.

c. Laporan Intelijen dapar diusulkan
sebagai bukti permulaan dalam
penyidikan kasus illegal logging, ka-
rena bukan merupakan hal baru da-

lam mengungkap kasus pidana




e _-.'mgml_._gsi_q__.Vq_i.';V/MARET;AP_M_L:'UQS _-_'No’.'_'z'z__ B

| d Keberhasﬂan memberantas zl[egal--‘:-}}” “

- '.loggmg dﬁﬂgan meﬂggunakan La—

':..:poran Intehgen merupakan __wu---
L 'Jud dari tercapamya salah satu

- ..":.._:-_.Tujuan Nasmnal

| '-_':sm“

a Pelcepat pembahasan RUU Ille—:
gal Logging sebagai inisiatif DPR,

sckaligus memasukkan “Laporan
Intelijen” sebagai rambahan alat
bukti di samping alat bukti yang
sudah diatur oleh KUHAR

b. Percepat pembahasan RUU tentang
Intelijen, agar dapat menjadi pa-
yung hukum kegiatan intelijen di
segala aspek kehidupan bernegara
termasuk dalam bidang kehutan-

an dan lingkungan hidup.ld

'Data._ Statxsuk Badan Planologi Kcﬂ _

oy 2006 Pe-

5'-:_3 _Iam Perspeknf.:ﬂﬁtropologl Hﬂ*? -
_ :__;_kum, Progran Studi [lmu Hukum_' o

" Program Pascasarjana, Arena Hu-

" kum Majalah FH Umbraw dengan ..

Penerbit Univ Negeri Malang "
(UM Press)

Kantor Menteri Negara Kependudulk-
an dan Lingkungan Hidup, 1990,
laporan kualitas lingkungan hidup
Indonesia, Jakarta tahun 1990
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